SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep.499-ITDA /2024
TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penetapan Unit
Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571);

8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun
2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Unit Kerja yang akan melakukan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2024.

Unit Kerja yang akan melakukan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Unit Kerja yang sudah ditetapkan sebagai Unit Kerja Zona
Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani mempunyai tugas sebagai
berikut :

1. Menetapkan program kerja pembangunan Zona
Integritas.

2. Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
untuk memastikan semua program Kkerja berjalan
dengan baik.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR



